





BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Kupang.

b. l'emerintah Daerah adilah Kepala Daerah dan perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai
Badan Eksekutif Daerch.

Kepala Daerah ndalah Walikota Kupa.g. .

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota
Kupang.

Perusahaan Daerah adaluh Perusabaan Dacrah Pasar Kota Kupang.

Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Peruschaan Daerah Pasar Kota Kupang.

Direksi adalah Pimpinan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang.

Pejabat vang berwenang adalah Walikota Kupang,

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Kupang.

Pasar adalah tempat vang telah ditetapkan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan jual beli
barang dan jasa.
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BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Jengan Peraturan Daeral ini dibentuk Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang.

BAB 11
UNAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN
TUIUAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN

Bagian Pertama
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal o

(1) Perusahaan Duerah ini dinamakan Perusahaan Daerzh Pasar Kota Kupang:
(2) Perusahaan Daerah berkedudukan dar berkantor pusat di Kota Kupang.

Bagian Kedua
MAKSUD DAN TUIUAN
- Pasal 4

(1) Turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah.
£2) 7 urue sorw claksanakan Pembangunan Fhonomi Nastonal pada umumnya dan dalam

rangka meningkatkan perdagangan scrta kebutuhan masyvarakat pada khususnya
(3) Membantu dan turut mensukseskan keperluanikebutuhan kelancaran, distribust bahan -

bahan pokok keperluan schari - hari dan turut serta mengusahakan stabilitas harga.

Bagian Ketiga
TUGAS POKOK
Pasal 5

Membina, mengelola, mengembangkan dan menyelenggarakan keglatan - kegiatan di bidang
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Dagian Netg
TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN TAHUNAN
Pasal 15

L b Bk Perusadinonn et adalsh Cabns ki

Coovhvnbat - lanbathyes S cuga)bulan seieinh bemkinrnya whun buku ks menviamprikun
laporan keuangan kepada Walikota welalui Ketua [3adan Pengawas untuk dapat pengesahan.
vang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi/l.aba Tahunan beserta penjelasannya sctelah
diaudit Akuntan Publik yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

(3) Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Tahunan beserta penjelasannya yang telah mendapat
pengesahan dari Walilkota memberikan pembebasan langgung jawab kepaca Direksi dan
Badan Pengawas.

(4) Selambat — lambatnya 3 (tiga) bu‘an sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah
mengajukan Rencana K erja dan Anggaran Perusahaan Dacrah kepada Badan Pengawas.

(5) Apabila tanggal 31 Desember tahun herjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan. dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat
PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKSI L
Pasal 16

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
a. Gaji
b. Tunjangan

(2) Jenis dan besariya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf b pasal ini
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badar Pengawas dan diketahui oleh Walikota.

Bagian Kelima

cuTl 4

o Pasal 17

(1) Dircksi mempunyai hak cuti sebagai berikut:
a Cut Tahumn, sclama 12 (duabelas) hari kerja:
b. Cuti besar/ cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
¢ Cuti bessalin selama 3(tiga) bulan bagi Dirckiris:
<. Cuti alasan penting
2. Cuti sakit.
{2) Pelaksanaan Hak cuti sebagaimana dimaksic pada ayat (1) hurut a, b dan ¢ Pasal ini
dilaksznakan setelah mendapat persetujuan dari Walikola atau pejabat yang ditunjuk:,
(3} Pelaksanaan Tlak cuti sebagaimana dimaksud pada aval (1) huruf d dan ¢ Pasal ini
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
(4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dar1 Perusahaan Daerah,

Bagian Keenam —
PEMBERHENTIAN L
Pasal 18

Dircksi diberhentikan dengan alasan |

(1) Atas permintaan Sendiri;

(2) Meninggal Dunia;

(3) Karcna kesshatan tidak dapat melaksanahan tugasnya:

() Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disctujui;



(5) Terlibat tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah,
(6) Dihukum pidana bercasarkan putusan Pengadilan Negeri yanz telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

Pasal 19

(1) Apabila Dircksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat 3, 4 dan S Peraturan Daerail iri, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan
terhadap yang bersangkutan.

(2) Apabilz berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini terbukti, Badan Pengawas scgera inelaporkan kepada Walikota.

Pasal 20

Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja sctelah menerima laporan hasil pemeriksaan

Badan Pengawas, sidah mengeluarkan :

(1) Keputusan Walikota tentaug pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan
perbuatan sesuai Pasal 18 ayat (3), (4), dan (6) Peraturan Daerah ini.

(2) Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Dircksi yang
melakukan perbuatan dalam pasal [& ayat (5) Pasal ini.

Pasal 21

(1) Direksi yang diberhentikan scbagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan
Daerah ini diberhentikan dengan horaat.

(2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4), (5) dan (6) Peraturan
Dacrah ini diberhentikan dengan tidak hormat

{3) Dircksi yang diberhentikan scbagiamana dimaksud pasal 18 ayat (2) Peraturan Dacrah i
selain diberikan uang duka  sebesar 3 (tiga) kali penghasilan vang diterima pada bulan
terakair juga diberikan uvang penghargaan yang besamnya ditetapkan sccara proposional
sesuai dengan masa Jabatznnya.

1) Dircksi yang diberhentikan schagaimana dimahsud pasal 18 ayat (3) Peraturan Dacrah ini
selain diberikan uang pesangon .ebesar 5 (lima ) kali penghasilan yang diterima pada bulan
terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besamya ditstupkan secara proposional
sesual masa jabatannya.

(5) Dircksi yang diberhentikan karcna habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali
diberikan vang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahiaan Daerah.

Pasal 22
Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir Badan Pengawas sudah
mengajukan calon Direksi kepada Walikota

Pasal 23
(1) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa

jabatan berakhir;
(2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) ditctapkan dengan Keputusant Walikota untuk masa

jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
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PENGANGKATAN =
Pasal 24

(1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;

(2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayst (1) pasal ini berasal dari orang vang
profesioral sesuai dengan bidang usaba pada Perusahaan Daerah,

(3) Untuk diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

4. Meayediakan waktu yang cukup untuk melakukan Pembinaan dan penpawasan atas
jalannya Perusahaan Daerah.

b. Tidak terikat hubungan keluarga cengan Walikota atau dengan Badan P(.nga\\ as lainnya
ataupun dengan Direksi sampai derajat ketiga baik mcnurut garis lurus maupun
kesamping termasuk menantu dan ipar .

c. Mempunyai pengalaman dalam hal Sidang keahlian minimal 5 (Iima) tahun.

(5) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini ditetapkan dengan

Keputusan Walikota.

Pasal 25

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (liga) orang. scorang diantaranya menjadi ketua
merangkap anggota, scorang sekretaris merangkap anggota, dan scorang anggota,

* Pasal 26

(1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
(2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
(3) Pengangkalan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
mampu mengawasi Pcrusahaan Dacrah scsuai dengan Program Kerja.
b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah  mampu bersaing
dengan Perusahaan lainnya.
¢ mampu memoerikan pendapat mengenai peluang usaha vang menguntungkan  dimasa
yang akan datang.

Bagian Kedua
TUGAS DAN WEWENANG "
Pasal 27

Bacan Pengawas mempun yai Jugas sebagai berikut :

(1) Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Dacrah,

(2) Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pembcrhcm.an
Direksi.

(3) Mcemberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Program Kerja yang dijual
Direksi.

() Memberikun pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan Neraca dan Perhitungan
Rugi/Laba besc rta nenjelasannya.

(5) Memberikan pendapat dan sarar. atas [.aporan Kinerja Perusahaan Daerah,



BA3 VI
JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAL
Pasai 34

wsahazn wermasuk Angaota Dircksi dalam kedudukan diberikan tugas

uang, surat — surat berharga dan barang — barang persedian, yang karena

n hukum atau karena lne‘alaxkan kewajiban dan tugas yang dibebankan

dengan langsung atuu tidak langsung telah menimbulkaa kerugian bagi

2h diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- Kefentuan tentang, tuntutan ;,m‘u rug,l yang diberlakukan terhadap Pegawai

ll:rlaku sepenuhnya luha:lnp PPepawai Perusahaan.

vai Pcrusahaan Daerah yang | mbt.banx tugas penerimaan, penyimpanan serta

2 " aia penycloran uaag, sural- stral berharga, milik Perusahaan yang disimpan
gsdang atau tempat px.nylmpman y'm;, khusus dan semata— mata untuk keperluan

yungdltunjuk oleh Waiikota. .

2i yany dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, perlu mengmmkan pertangg.mg;awaban

ai cara mengurusnya kepada Badan dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dan tuntutan

” rugi terhadap legawai dimaksud dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi

- bendzharawan.

* =) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan, tata
buku dan administrasi Perusahaan disimpan:ditempat Perysahaan atau di tempat lain, yang
ditunjuk olch Whlikota kecuali jika untuk sementara dtpmdahkauke Badan dimaksud pada
ayat (3) apabila dianggap perfu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.

b, Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol Akuntan pada
umuimnya, surat bukti, surat lainnya cimaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat
dlpmdahl\an kepada Akuntan Negara

BAB IX
PI:NF'TAPAN PENGCGINAAN DAN PEMBAGIAN LABA

- Pasal 35

(1) Penggunaan laba bersih setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk dana Pembangunan Dacrah (PAD) 35 % (tiga puluh lima persen); 56 V2
b. Untuk anggaran Perusahaan Dacrzh . 25 % (dua puluh limz persen);

c. Cadangan Umum 10 % (sepuluh dersen);

d. Jasa Produksi 10 % (sepuluh persen);

¢. Dana Susial dan Pendidikan 10 % (sepuluh persen);

. Sumbangan dana pensiun dan pesangen 10 % (sepuluh persen).

(2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan pengawas dan dibebankan kepada
Perusahaan Daerah.

BAR X
ORGANJSASI DAN KEPEGAWAIAM

Bagian-Pertama
ORGANISAST
Pasal 36

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Dacrah acalah scbagaimama terlampir
dan merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Kedua
KEPEGAWAIAN

Pasal 38
Pegawai Gaji Pensiun dari Direktur dan Pepawai Perusahaan Daerah
usan Walikota dengan memperhatikan ketentuan Kepegawaian dan
2ji Pcgawai Dacran yang berlzku dan tunjangan lainnya diatur oleh Direksi
wjuan Badan Pengawas
sngaigkal memberhntikan, dan memindah tugaskan Pegawai / pekerja
an Dacrah dari jabatan di bawah Lireksi menurut Peraturan Kepegawaian dengan
=n Badan Pengawas. :

BAE XI
PEMBUBARAN
. Pasal 39

 Pembubaran Perusabaan Dacrah ditctapkan dengan Peraturan Dacrah setelah mendengar

- saran/ pendapat Panitia liquida: i yang di tclapkan dengan Keputusan Walikota

12) Semua kekayaan Perusahaan Daerah sclelah diadakan liqudasi menjadi milik Pemerintah

Daerah :

(3) Pertanggungjawaban liquidatur dilakukan Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal yang
memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.

(4) Dalam liquidasi Pemerintzh Dacrah scbagai Pemilik Modal bertangeungjawab atas kerugian
yang diderita oleh pihak ketiga.apabila kerugian jtu discbabkan oleh karena Neraca dan

Perhitungan Rugi/Laba yang disaskan udak menggambarkan keadaan Pervsahaan Daerah
vang scbenarnya.

o » EAD XN
KETENUAN LAIN-1LAIN
ifasal -

Direksi tidak bolch memangku jabatan ranghap baik di
lainnya.

Perusaihaan Daerah atau Perusahaan
Pasai 41

Diieksi yang melakukan perjalanan Dinas kefuar negeri harus mendapat ijin dari Walikota,
341 XN

KETENTIHAN PENUTUP

Fasai 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah i, maka Keputusan Walikota Kupang Nomor 01 Tahun
1999, Tanggal 14 Januari 1999 tentang Pembentukan UPTD dinyatakan tidak berlaku
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